BAB I

PENDAHULUAN

1. Pengertian Manajemen

Banyak buku yang mendefinisikan manajemen dan menurut pendapat penulis semuanya merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mempunyai batas – batas ruang lingkup tujuan yang berbeda. Dalam pengertian yang umum atau sangat umum, manajemen didefinisikan sebagai sumber daya guna untuk mengalikasikan sumber daya yang tersedia secara terbatas untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut di atas terkandung tiga unsure yaitu:

a. Sumber berupa bahan, uang, waktu, alat teknologi dan manusia;

b. Proses meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian;

c. Hasil berupa produk, jasa dan kepuasan.

Apabila ketiga unsur tersebut digambarkan akan terlihat sebagai berikut:


Gambar 1: Alokasi sumber daya


Dari gambar tersebut nampak bahwa sumber perlu diubah bentuk atau susunannya atau dengan kata lain sumber daya harus diproses melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sehingga dapat menghasilkan suatu produk, jasa dan kepuasan.

2. Proses Manajemen


Proses manajemen seperti disebutkan di atas meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selanjutnya akan diuraikan satu persatu mengenai proses manajemen secara umum yang nantinya dapat diterapkan pada manajemen fasilitas pendidikan:

a. Perencanaan



Perencanaan pada dasarnya merupakan kerangka berpikir tentang apa yang hendak dicapai, bagaiman cara mencapainya dan apa serta berapa sarana yang diperlukan. Atau dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan tentang alternatif – alternatif kegiatan yang akan dipergunakan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses perencanaan dapat digambarkan sebagai berikut:








Gambar 2: Proses Perencanaan

Jadi Perencanaan disini merupakan suatu proses yang terus menerus.

b. Pengorganisasian



Proses pengorganisasian diperlukan dalam segala hal. Dalam hal ini pengorganisasian ditujukan untuk meningkatkan efektivitas. Tidak seorangpun akan mampu melaksanakan seluruh pekerjaan untuk mencapai tujuan seorang diri tanpa bantuan orang lain. Pengorganisasian mendorong adanya pembagian kerja atas dasar keahlian atau spesialisasi yang dipunyai oleh masing – masing individu. Sehingga organisasi tidak perlu memulai dengan penugasan/ pemberian tugas kepada berbagai orang yang telah diakui keahliannya. Dalam struktur organisasi perlu pengaturan/ koordinasi sehingga menghasilkan:

1. Pemisahan pekerjaan dalam bentuk pembedaan secara vertikal, horizontal, lini dan staf.

2. Integrasi kegiatan yang berbeda melalui pengembangan sistem dan prosedur.

3. Pengembangan dinamika kelompok.

c. Pengarahan Kegiatan



Dengan adanya perencanaan makla perlu adanya pengarahan. Hal ini sangat perlu karena adanya kemungkinan – kemungkinan penyimpangan kegiatan. Pengarahan ini menuntut adanya ketrampilan seorang pemimpin dalam komunikasi, motivasi dan pembinaan kelompok. Dalam pengarahan diperlukan komunikasi dua arah dan petunjuk operasional.

d. Pengendalian



Dalam pengendalian seorang pemimpin diharapkan dapat menilai hasil yang telah dicapai serta mengambil tidakan koreksi yang diperlukan. Pengendalian di sini dimaksudkan untuk mengetahui (1) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan, (2) Menilai tindakan – tindakan yang menyimpang, (3) melakukan perencanaan kembali, srategi dan kebijakan. Dalam pengendalian ini ada hal yang sangat sulit dievaluasi yaitu hasil yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Hal yang penting diperhatikan dalam pengendalian adalah adanya standar penilaian, karena sebelum dilakukan pengendalian harus sudah disusun rencana proses pengendalian dan sudah dipahami oleh semua orang atau unsure yang berkepentingan.

3. Penertian Ruang Lingkup Fasilitas


Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha tersebut biasanya berupa benda – benda atau uang.

Fasilitas dapat dibedakan menjadi dua yaitu fasilitas fisik dan fasilitas uang.

· Fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat dibendakan, yang mempunyai peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Fasilitas fisik dapat disebut juga dengan fasilitas materiil. Karena fasilitas ini dapat memberi kemudahan dan kelancaran bagi suatu usaha dan biasanya diperlukan sebelum suatu kegiatan berlangsung maka dapat pula disebut sebagai saran materiil. Apabila dikaitkan dengan pendidikan maka fasilitas materiil meliputi: perabot ruang kelas, perabot kantor TU, perabot laboratorium, perpustakaan dan ruang praktek, alat pelajaran, media pendidikan, dll.

· Fasilitas uang adalah segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan suatu kegiatan sebagai akibat dari “nilai uang’. Fasilitas uang akan dibicarakan dalam bab tersendiri yaitu manajemen keuangan atau manajemen sumber dana.

· Sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan dicapai secaca efektif dan efisien. Barang bergerak adalah barang yang dapat dipindah tempatkan sedang barang tidak bergerak adalah barang yang tidak dapat dipindah tempatkan. Dilihat dari fungsinya atau peranannya terhadap proses pembelajaran maka sarana pendidikan dibedakan menjadi: alat pelajaran, alat peraga dan media pengajaran.

· Alat pelajaran adalah alat atau benda yang dipergunakan secara langsung oleh guru atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Alat pelajaran dapat dibedakan menurut:

a) Bentuknya (buku, alat peraga, alat praktek, alat tulis menulis),

b) Pengguna (klasikal dan individual),

c) Bidang pelajaran (IPA, matematika, IPS, Kesenian, OR, Agama, Bahasa)

· Alat peraga adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk memperagakan atau memperjelas pelajaran. Alat peraga dapat dibedakan menurut yang menggunakan ( secara langsung dan secara tidak langsung) dan bidang pelajaran. Guru dapat menjelaskan suatu mata pelajaran dengan mengunjungi suatu tempat sebagai alat peraganya.

· Media pengajaran adalah suatu saran yang digunakan untuk menampilkan pelajaran, tetapi juga dapat untuk mengganti kehadiran guru di depan kelas. Media pengajaran dapat dibedakan menurut:

a) Indera yang digunakan (audio, visual audio visual)

b) Komponen (Hardware dan software)

4. Pengertian Manajemen Fasilitas


Manajemen Fasilitas adalah suatu proses kegiatan yang direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dan dikendalikan terhadap benda – benda pendidikan secara tepat guan dan berdaya guna sehingga selalu siap pakai dalam proses pembelajaran. Secara kronologis maka kegiatan dalam manajemen fasilitas meliputi kegiatan – kegiatan: pengadaan, penyimpanan, penggunaan, pengaturan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan. 

BAB II

PERENCANAAN DAN PRAKUALIFIKASI

FASILITAS PENGAJARAN

1. Pengertian Perencanaan Fasilitas



Perencanaan pengadaan fasilitas adalah rencana kebutuhan yang meliputi semua barang yang diperlukan, baik ynag bergerak maupun tidak bergerak sebagai saran pendukung pelaksanaan tugas.

· Barang bergerak adalah barang yang tidak dapat dipindah tempatkan. Barang bergerak dibedakan menjadi barang habis pakai dan tidak habis pakai. Barang habis pakai adalah barang yangsusut volumenya apabila digunakan, dan barang tidak habis pakai adalah barang yang tidak susut volumenya apabila dipergunakan.

· Barang tidak bergerak adalah barang yang tidak dapat dipindah tempatkan.

2. Cara Melakukan Perencanaan Fasilitas Pengajaran

a. Guru kelas/ bidang studi membuat peramalan tentang alat – alat apa yang dibutuhkan untuk tahun yang akan datang. Kemudian membuat daftar kebutuhan alat kepada Kepala sekolah.

b. Dalam rapat tahunan KS memberi kesempatan kepada guru untuk melaporkan pelaksanaan pelajaran selama satu tahun.

c. Dewan guru mengadakan musyawarah untuk membuat rencana tentang penambahan atau penggantian alat pelajaran/ media.

3. Kapan Perencanaan Fasilitas Pengajaran dilakukan?

a. Bila ada perubahan kurikulum atau mata pelajaran. Perencanaan dilakukan sesuai dengan peraturan baru tersebut.

b. Perencanaan tidak dapat dilakukan secara mendadak.

4. Prosedur Perencanaan Fasilitas Pengajaran

a. Mengadakan analisis terhadap kebutuhan yang diperlukan.

b. Mengadakan inventarisasi terhadap alat – alat.

c. Mengadakan seleksi terhadap alat – alat pelajaran/ media yang masih dapat dimanfaatkan.

d. Mencari dana.

5. Analisis Kebutuhan Fasilitas

Analisis kebutuhan fasilitas adalah salah satu diantara lima mata rantai yang terdiri dari:

· Analisis dan rencana kebutuhan.

· Pengadaan

· Penyaluran

· Penyimpanan dan inventarisasi

Cara melakukan analisis kebutuhab fasilitas

a. Secara kualitatif : analisis dilakukan terhadap jenis kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui jenis perlengkapan yang diperlukan (apa, siapa, dan mengapa).

b. Secara kuantitatif: analisis dilakukan terhadap jumlah dan frekuensi kegiatan yang dilakukan.

6. Prakualifikasi

Prakualifikasi dimaksudkan untuk mencari rekanan (pemborong) yang bonafit dalam proses pengadaan barang. Untuk melaksanakan prakualifikasi dilakukan kegiatan – kegiatan:

a. Pembentukan panitia pengadaan barang

1. Tingkat pusat:


Ketua
: Karo perlengkapan


Sekretaris: Kabag Pengadaan Biro Perlengkapan


Anggota: Wakil – wakil unit utama


Pengawas: inspektur perlengkapan

2. Tingkat Daerah/ wilayah (Kanwil, Kantor Kabupaten, proyek pusat di daerah)

Ketua : Sekretaris Kanwil

Sekretaris: Kasubag, urusan dalam

Anggota: wakil – wakil bidang

Pengawas: Ka- Kanwil

3. Tingkat unit/ satuan organisasi di lingkungan Universitas, Institut (Fakultas, Jurusan)

Ketua: Sekretaris Rektor/ PR I

Sekretaris: Kasubag perlengkapan

Anggota: wakil – wakil fakultas

Pengawas: Rekor

b. Langkah – langkah Prakualifikasi

1. Persiapan: membuat pengumuman, menyampaikan undangan, menentukan waktu, tempat pendaftaran dan membuat daftar isian.

2. Pelaksanaan:

· Pemeriksaan dan penilaian secara administrasi meliputi kegiatan ijin usaha, referensi kerja, keterangan fiscal dan peryataan bersedia menjadi rekanan.

· Pemeriksaan dan penilaian secara teknis meliputi kegiatan adanya tenaga ahli di bidang usaha, adanya peralatan yang memadai untuk pelaksanaan tuga, mengadakan pemeriksaan setempat.

· Mengumumkan hasil prakualifikasi.

· Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan prakualifikasi fasilitas kepada Mentri.

c. Pengadministrasian data rekanan

1. Rektor, Ka Kanwil Karo Perlengkapan membuat data rekanan yang dinyatakan diterima dan tidak diterima.

2. Bank data rekanan Biro Depdiknas.

3. PR II/ sekretaris Kanwil tukar menukar informasi tentang rekanan yang bonafit.

4. Pelaksanaan rekanan pembelian barang bahan.

BAB III

PENGADAAN FASILITAS

1. Pengertian Pengadaan Fasilitas


Pengadaan adalah kegiatan menyediakan semua keperluan barang/ benda/ jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan fasilitas meliputi: tanah, bangunan, perabot, alat kantor/ buku dan kendaraan.

2. Pengadaan Tanah

Cara pengadaan: membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan menukar.

a. pengadaan tanah dengan cara membeli:

· Menyusun Panitia

· Menetapkan tugas panitia: menetapkan syarat – syarat tanah yang akan dibeli (lokasi tanah), meneliti surat – surat tanah yang akan dibeli, mendapatkan penawaran harga, memperhatikan perencanaan tata kota, mendapatkan bukti pembebasan tanah, menyaksikan pembayaran.

· Memperhatikan syarat – syarat tanah yang akan dibeli misal bebas banjir, fasilitas listrik, air, transport, kondisi lingkungan dan perkembangan.

· Penyelesaian pembelian tanah

· Membentuk panitia pembebasan tanah (agraria, Pem- Da, PU, Camat, kades)

· Penanda tanganan akte jual beli tanah di depan notaris PPAT atau Camat setempat.

· Pembayaran dilakukan melalui KPN setempat.

· Menyelesaikan sertifikat.

b. Pengadaan tanah dengan cara menerima hibah

Hibah dapat berasal dari pemerintah dan swasta/ seseorang.

· Panitia penerima hibah tanah, anggotanya terdiri dari agraria, pemda, dinas PU, dan dari Depdiknas.

· Panitia mengadakan penelitian kemungkinan kelayakan atas penerimaan hibah.

· Serah terima dilakukan dengan akte serah terima hibah yang dibuat Notaris PPAT.

· Kepala satuan kerja menyelesaikan sertifikat tanah pada Dinas Agraria setempat.

c.  Pengadaan tanah dengan cara menerima hak pakai

Dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah disertai dengan surat keputusan dari pemerintah yang bersangkutan dengan satuan berita acara serah terima.

d. Dengan cara penukaran tanah


Karena tanah / bangunan dipandang tidak memnuhi fungsinya lagi maka dapat diusulkan untuk ditukar dengan tanah dilokasi lain. Pengusulan pada Mentri Diknas yang dilampiri alasan, taksiran harga tanah lama dan baru. Mentri keuangan kemudian menyetujui, apabila harga disepakati kemudian membuat akte tanah.

3. Pengadaan Bangunan

Cara pengadaan: membangun baru, membeli, menyewa, menerima hibah

a. Membangun Baru

1) Pengertian membangun baru adalah mendirikan bangunan baru dapat berarti memperbaharui (rehabilitasi/ renovasi), memperluas dan mengubah dengan cara membongkar seluruh bangunan gedung atau sebagian gedung.

2) Lingkup kegiatan membangun baru terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lapangan.

a) Kegiatan Perencanaan meliputi kegiatan (1) Persiapan perencanaan: penyusunan jadwal kerja, pembentukan organisasi, pengendalian dan pengawasan pembangunan, mengadakan pembebasan tanah sesuai dengan fungsi bangunan dan perencanaan tata kota/ daerah, menyiapkan data pengukuran tanah secara rinci dan teliti. (2) Desain skematik meliputi: rencana situasi secara keseluruhan, rencana denah, potongan dan tampak, perspektif interior dan eksterior, penjelasan dasar perencanaan; (3) rencana akhir merupakan hasil pengembangan perencanaan dari desain skematik dengan luas dan perkiraan biaya yang telah disesuaikan dengan dana yang tersedia.

b) Pelaksanaan 

Pelaku dalam pelaksanaan pengadaan banguan baru adalah kontraktor dan pengawas/ direksi lapangan. Kontraktor akan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan fisik. Pengawas/ direksi lapangan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.

c) Pengawasan lapangan

Menyelenggarakan kegiatan pengawasan di lapanagn yang menyangkut pengendalian kualitas dan kuantitas serta ketepatan waktu  penyelesaian.

b. Membeli bangunan

1) Pada prinsipnya membeli banguan yang sudah jadi termasuk tanahnya tidak diperbolehkan tetapi dalam hal – hal yang luar biasa dapat diusulkan kepeda Menteri keuangan dan Bappenas dengan disertai alasan yang kuat.

2) Setelah ada persetujuan dan dananya tersdia, penawaran harga dari pemilik perlu diajukan kepada panitia pembebasan tanah setempat.

3) Apabila harga penawaran dan harga taksiran panitia sudah disepakati, maka akte jual beli langsung diselesaikan di depan notaris/ PPAT dan balik nama sertifikat tanah.

c. Menyewa bangunan

1) Apabila diperlukan, misal untuk gedung sekolah, kantor. Suatu instansi diperkenankan menyewa bangunan atas persetujuan pejabat yang berwenang menurut peraturan.

2) Anggaran untuk membayar sewa bangunan sudah tersedia.

3) Untuk dapat melaksanakan penyewaan bangunan berlaku ketentuan – ketentuan pengadaan dengan cara penunjukan langsung.

4) Setelah ditetapkan sewanya, dibuat surat penjanjian antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan.

d. Menerima hibah

1) Departemen Pendidikan Nasional dapat meneriima hibah bangunan berikut tanahnya dari pihak lain (pemerintah daerah/ swasta).

2) Serah terima dilakukan dengan Notaris PPAT setempat dan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

4. Pengadaan Perabot

a. Menurut buku pedoman umum pengelolaan perlengkapan yang dimaksud dengan perabot adalah barang yang berfungsi sebagai tempat duduk, tempat menulis, tempat istirahat, tempat penyimpanan alat/ atau bahan.

b. Cara pengadaan dengan membeli, membuat sendiri menerima bantuan dan menyewa.

c. Proses pengadaan

1) Membeli. Perabot – perabot yang akan dibeli harus memenuhi syarat – syarat yang sudah ditentukan, misal ukurannya anatomi, teknik konstruksi, dan harga standar.

2) Membuat sendiri. Perabot sekoalah yang dibuat sendiri dimungkinkan hanya dalam rangka praktek serta disesuaikan dengan dana dan kemampuan yang tersedia.

3) Menerima bantuan/ hibah. Perabot yang dihibahkan dapat berasal dari seseorang/ donatur. Penyerahan bantuan harus bersifat sukarela, tidak mengikat dan dilaksanakan dengan perjanjian.

5. Pengadaan Alat Kantor

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan alat kantor adalah alat – alat yang biasanya digunakan di kantor seperti mesin tulis, mesin hitung, mesin stensil, alat – alat lain yang menunjang kegiatan perkantoran.

b. Cara pengadaan 

Pengadaan alat kantor dapat dilakukan dengan membeli secara serentak atau membeli sendiri dan menerima batuan/ hadiah/ hibah.

· Membeli alat kantor dapat dilakukan tanpa lelang atau dengan lelang.

· Mengikuti tatacara atau peraturan – peraturan yang berlaku.

· Untuk alat – alat laboratorium IPA perlu melalui penawaran dengan prototipenya.

BAB IV
PENYIMPANAN


Menyimpan adalah meletakan atau menaruh ditempat yang aman. Gudang adalah ruang tertentu yang digunakan untuk menyimpan barang perlengkapan.

1. Penggolongan Gudang

a. Menurut bentuknya dibedakan gudang terbuka dan tertutup, serta setengah terbuka. Gudang terbuka adalah  ruangan yang terbuka untuk menyimpan barang. Biasanya disebut lapangan. Barang yang dapat disimpan di gudang terbuka adalah barang – barang yang tahan cuaca (hujan dan panas) misal bata, pasir, besi, pipa. Gudang tertutup adalah ruangan yang berdinding dan beratap. Gudang setengah terbuka adalah ruangan yang beratap tetapi tidak berdinding tembok sepenuhnya. Gudang ini digunakan untuk memyimpan kayu, kabel dan lain – lain.

b. Menurut fungsinya:

· Gudang pusat/ induk adalah tempat menyimpan alat atau barang yang diterima secara besar - besaran dari hasil pembelian untuk disalurkan ke gudang persediaan atau unit kerja. 

· Gudang persediaan adalah tempat untuk menyimpan barang dari gudang pusat atau barang dari hasil satuan kerja.

· Gudang pemakaian adalah tempat untuk menyimpan barang atau alat perlengkapan yang siap untuk dipakai dan dipergunakan dalam pekerjaan sehari – hari.

· Gudang penyaluran adalah tempat menyimpan sementara barang/ alat yang diterima dari gudang pusat.

· Gudang khusus adalah tempat menyimpan barang yang dianggap khusus/ peka terhadap udara, mudah terbakar, gas,racun dan sebagainya.

2. Tata ruang Gudang

Pengaturan ruangan hendaknya memperhatikan sifat dari barang yang disimpan dalam ruangan itu antara lain:

· Tata ruangan untuk barang – barang berat

· Tata ruangan untuk barang – barang mewah

· Tata ruangan untuk bahan mainan

· Tata ruangan untuk alat – alat tulis 

· Tata ruangan untuk bahan pakaian

· Tata ruangan untuk bahan bangunan

3. Sarana Gudang: dibedakan sarana teknis dan administrasi

· Sarana teknis; rak gudang; rak tertutup; alas kisi(pallet); forklift truck (bila sangat diperlukan)

· Sarana administrasi: surat pengantar, formulir, berita acara.

4. Prasarana Gudang

· Konstruksi gudang: ruangan, pondasi, atap, pintu, ventilasi, ukuran dan kunci pintu.

· Lokasi: mudah dicapai oleh alat angkut, daerah bebas banjir dan kebakaran, fasilitas listrik dan air terjamin, jauh dari perumahan yang padat.

BAB V

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BARANG

1. Penyaluran


Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi yang satu kepada instansi yang lain. Penyaluran meliputi: penyusunan alokasi, penerimaan dan penyerahan.

a. Penyusunan Alokasi


Penyusunan alokasi berguna untuk menghindari pemborosan yangtidak perlu. Artinya kuantitas dan frekuensi pengiriman diatur sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Dalam penyusunan alokasi hendaknya diperhatikan empat hal, yaitu:

· Penerimaan atau konsini (consigne)

· Waktu

· Jenis

· Jumlah barang

1) Penerimaan Barang

Istilah konsini ini artinya adalah penerimaan kiriman barang, yang kadang – kadang atau tidak selalu menjadi pemakai barang.

2) Waktu

Untuk barang habis pakai perlu ada penjelasan bahwa barang tersebut untuk keperluan jangka waktu tertentu.

3) Jenis Barang

Untuk kepentingan penyaluran/ pengiriman barang, nama jenis barang harus disebutkan dengan jelas.

4) Jumlah Barang

Hendaknya disebutkan satuan hitungan, jumlah satuan, jumlah isi/ bagian dari masing – masing satuan, jumlah kolinya dan harga satuan.

b. Pengiriman Barang

Dalam melaksanakan pengiriman barang perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:

· Cara pengiriman

· Pengemasan

· Pemuatan

· Pengangkutan

· Pembongkaran

· Penyerahan barang

· Laporan

· Administrasi pengiriman

a) Cara pengiriman:

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pengiriman barang ialah:

1) Pengiriman barang di dalam negeri

Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a) Dibawa sendiri

b) Dipercayakan kepada perusahaan Ekspedisi

2) Pengiriman barang dari/ ke luar negeri

Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a) Yang melalui udara, berhubungan dengan EMKU.

b) Yang melaui laut, berhubungan dengan EMKL.

b)   Pengemasan


Dalam pengemasan perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1) Pengemasan harus dipersiapkan untuk menghindari kececeran.

2) Pemberian tanda pengena yang jelas, meliputi:

a) Jenis barang

b) Penerimaan alamat/ pengenal

c) Pengirim

d) Perusahaan yang bertanggung jawab pengiriman

e) Nomor coli

f) Perlakuan area bahaya yang perlu dihindari, misalnya:

· Goncangannya

· Kebakaran

· Kecukupan

· Kerusakan barang yang jika tertumpuk akan mengakibatkan kerusakan pada barang lain.

c) Pemuatan

Kegiatan pemuatan bahan terdiri atas:

1) Mengambil menurunkan barang dari tumpukan di gudang.

2) Membawa ke kendaraan / alat pengangkut.

3) Barang yang dimuat lebih dulu ke dalam kendaraan adalah barang yang dibongkar terakhir.

d) Pengangkutan

Pelaksanaan pengangkutan hendaknya memperhatikan empat azas, yaitu: 

1) Azas tepat

Menghendaki agar pengelolaan dilaksanakan dengan benar, waktunya tidak terlalu awal dan tidak terlalu lambat, alat angkutan tidak salah, alamat tidak salah, jenis kualitas barang sesuai dengan rencana.

2) Azas cepat

· Pengiriman barang dilakukan dalam waktu sependek mungkin.

· Diusahaka agar alat angkutan yang digunakan dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan tidak atau sedikit mengalami pertukaran.

· Pengangkutan barang ke beberapa alamat sebaiknya diurutkan dari alamat yang terdekat sampai alamat yang terjauh.

3) Azas aman

Maksudnya agar barang yang dikirim tidak rusak atau hilang dan tidak merusak barang lain atau lingkungan.

4) Azas Ekonomis

Maksudnya ada keseimbangan antara biaya dan daya guna barang. Ekonomis tidak berarti selalu paling murah, akan tetapi yang paling efisien dalam penggunaan biaya.

e. Pembongkaran

Untuk menghindari kesulitan dalam pembongkaran, si pengirim memberitahukan kepada penerima barang tentang:

1) Perkiraan waktu datangnya kiriman.

2) Jenis barang dan harga.

3) Jumlah barang kalau perlu disertai ukuran volumenya.

4) Alat angkutan yang digunakan

5) Nama perusahan pelaksana pengangkutan.

f. Penyerahan barang

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyerahan barang yaitu:

1) Surat pengantar pengiriman barang.

2) Keadaan barang.

3) Penyesuaian antara isi surat pengantar pengiriman dengan keadaan barang menurut kenyataan.

g. Laporan

Laporan penerimaan barang disampaikan kepada:

1) Sekretaris Jendral Depdiknas.

2) Inspektorat Jendral Depdiknas.

3) Biro Perlengkapan Depdiknas.

4) Biro Keuangan Depdiknas.

5) Unit atas langsung penerimaan barang.

h. Administrasi Pengiriman

Pengiriman barang merupakan kegiatan yang dapat menyibukkan pelaksanaan , dalam arti sibuk secara fisik, sehingga kelengkapan administrasinya perlu menghindari uraian kata yang terlalu banyak.

2. Penggunaan Barang

Dalam buku ini hanya disajikan penggunaan barang pada suatu sekolah. Pengaturan penggunaan atau pemakaian barang dipengaruhi empat faktor, yaitu:

1) Banyaknya alat untuk tiap macam.

2) Banyaknya kelas.

3) Banyaknya siswa – siswa dalam tiap kelas.

4) Banyaknya ruang yang ada disekolah itu.

Dengan mengingat beberapa faktor diatas serta pola pengaturan alat pelajaran, maka secara umum dapat diatur sebagai berikut:

1. Alat pelajaran untuk kelas tertentu.

2. Alat pelajaran untuk beberapa kelas.

3. Alat pelajaran untuk semua siswa.

BAB VI

INVENTARISASI

Inventarisasi berasal dari kata “ inventaris” yang berarti daftar barang – barang. Jadi inventarisasi adalah kegiatan untuk mencatat dan menyusun barang – barang/ bahan yang ada secara benar menurut ketentuan yang berlaku.

Inventarisasi ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang – barang milik negara (atau swasta). Inventarisasi juga memberikan masukan yang sangat berharga bagi efektifitas pengelolaan saran adan prasarana.

Inventarisasi dilakukan terhadap barang – barang yang tidak habis pakai, yang bagi sekolah negeri terdiri dari barang – barang milik negara. Barang – barang tersebut dibeli atau diadakan dengan mempergunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik seluruhnya maupun sebagian.

Inventarisasi harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan – ketentuan dari pemerintah, termasuk juga yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Beberapa dari peraturan perundang – undangan itu adalah:

1. Intruktur Presiden No.3 Tahun 1971, tentang Inventaris Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara.

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 222/MK/V/4/1972 tanggal 13 April 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi barang – barang milik negara di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10/M/1976 tentang Pelaksanaan Inventarisasi dan Penyampaian Laporan Triwulan Mutasi Barang Inventarisasi Milik Negara.

4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 421 16/E/74 tentang Inventarisasi barang yang dipakai/ dikuasai pejabat/ Pegawai yang dimutasikan.

Ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang statis. Oleh karena itu tidak mustahil dikeluarkan peraturan yang baru untuk mengganti, memperbaiki, dan melengkapi peraturan yang lama.

Daftar Inventarisasi yang dibuat secara berkala sekurang – kurangnya setahun sekali itu perlu memperhatikan perkembangan barang termasuk juga pengurangannya. Dengan demikian inventarisasi secara kontinyu dapat diharapkan kegiatan administrasi akan berjalan secara berdaya dan berhasil guna. Inventarisasi mempunyai tujuan pokok sebagai berikut:

a. Inventarisasi bermaksud memudahkan pelaksanaan kegiatan pengawasan/ kontrol, baik dalam penggunaan keuangan negara maupun dalam menilai tanggung jawab pemeliharaan dan penghematan barang milik negara.

b. Inventarisasi dapat membantu pimpinan dalam merencanakan, mengadakan, menyalurkan, menyimapan dan memelihara serta menghapus barang secara bertanggung jawab.

c. Inventarisasi mempercepat proses pembuatan laporan, baik yang harus disampaikan secara tetap pada setiap triwulan, semester atau tahunan maupun yang harus disampaikan secar berkala apabila diminta oleh atasan.

Kegiatan dalam inventarisasi meliputi kegiatan klasifikasi dan kode barang inventarisasi serta pelaksanakan inventarisasi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Klasifikasi dan kode barang inventarisasi

Pada dasarnya klasifikasi dan pemberian kode barang tersebut adalah agar terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan sekaligus untuk mencari dan menemukan kembali barang tertentu, baik secara fisik maupun melalui daftar catatan. Untuk keperluan tersebut maka dibuatlah lambang/ sandi/ kode sebagi pengganti nama untuk tiap golongan/ kelompok/ jenis barang.

Sandi atau kode barang menggunakan bentuk angka bilangan 9numerik) yang pada umumnya terdiri dari tujuh angka yang tersusun menjadi dua kelompok bilangan, yaitu tiga angka didepan dan empat angka di belakang. Kedua kelompok tersebut dipisahkan dengan sebuah tanda titik.

Angka pertama dari susunan tiga angka didepan, menyatakan jenis formulir atau kode golongan barang. Dua angka berikutnya menunjukan sandi/ kode pokok untuk kelompok barang serta nomor urut barang. Empat angka dibelakang titik menunjukan kelompok barang serta nomor urut barang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada contoh yang menacu pada pedoman inventarisasi Depdiknas sebagai berikut:

	Kode 

barang
	Golongan

inventaris
	Angka Sandi

(nomer sandi)
	Penjelasan Kelompok Barang dan Nomor urut

	A

B
	A1

A2

A3

B1

B3

B3

B3b
	100.0000

110.0000

       0100

       0200

       0300

       0301

       0302

120.0000

       0100

       0200

130.0000

       0100

       0200

       0300

200.0000

210.0000

       0100

       0400

250.0000

       0100

       0110

230.0000

       0200

232.0000

       0200
	Barang – barang tidak bergerak

Tanah
Tanah untuk bangunan bukan tempat tinggal

Tanah untuk bangunan tempat tinggal

Tanah lapangan olahraga

Lapangan sepak bola

Lapangan basket

Bangunan bukan tempat tinggal

Bangunan sekolah

Bangunan Lab/workshop/studio

Bangunan tempat tinggal

Rumah tempat tinggal

Rumah peristirahatan

Asrama

Barang – barang Bergerak

Alat – alat besar

Traktor

Buldozer

Peralatan kantor

Mesin tulis

Mesin tulis baby portable (8-11 inci)

Alat peraga

Alat peraga fisika

Alat Audio visual

Proyektor




b.Pelaksanaan Inventaris


Di dalam inventarisasi diperlukan dua jenis buku yaitu:

1) Buku Induk Inventaris

Buku ini untuk mencatat semua barang inventaris milik/ kekayaan negara yang berada di lingkungan kantor/ proyek/ satuan organisasi yang bersangkutan menurut urutan penerimaan barang. Barang yang dicatat adalah semua barang yang dimiliki sejak awal permulaan, yang dapat bertambah dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengadaan barang.

Kolom – kolom yang ada dalam buku inventaris yaitu: No. urut, Tanggal Pembukaan, Kode Barang, Nama Barang, Merk/ Ukuran, jumlah, keadaan/ mutunya, harga (satuan dan keseluruhan), Tahun Pembuatan, Tahun Pembelian, Asal/ Sumber dan Kolom Keterangan.

2) Buku Golongan Inventaris

Buku golongan inventaris adalah buku pembantu tempat mencatat barang – barang inventaris golongan barang (diambil dari Buku Induk Inventaris) menurut jenisnya masing – masing, seperti inventarisasi bangunan, termasuk rumah dinas, inventarisasi tanah dan lain – lain.

Kolom – kolom yang ada dalam buku golongan inventaris ini sama dengan kolom yang ada pada buku induk dengan tambahan judul mengenai golongan/ jenis barang di bagian atas dan penambahan satu kolom tentang tempat/ lokasi barang yang diinvestasikan.

Kegiatan wajib yang dilakukan dalam pelaksanaan inventarisasi adalah 

a) Mencatat semua barang inventaris di dalam buku induk inventaris dan buku pembantu “Buku Golongan Inventaris”.

b) Memberikan koding pada barang – barang yang diinventarisasikan.

c) Membuat laporan triwulan tentang laporan mutasi barang.

d) Membuat daftar isian/ format inventaris yang diisi sekali setahun per 1 April tentang keadaan barang.

e) Membuat daftar rekapilasi tahunan. Daftar rekapitulasi ini menunjukan keadaan barang pada 1 April tahun lalu, mutasi selama satu tahun dan keadaan barang pada 1 April tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMELIHARAAN FASILITAS

1. Landasan Hukum Pedoman Pemeliharaan Fasilitas

Apapun mengenai landasan hokum pemeliharaan fasilitas sementara ini belum terbentuk, maka menurut Surat KeputusanMenteri Pendidikan Nasional NO. 057/M/1978 secara fungsional tanggung jawab pengolaan pemeliharaan barang/ fasilitas diserahkan seluruhnya kepada unit masing – masing.

2. Pengertian Pememliharaan Fasilitas

Yang dimaksud dengan pemeliharaan perlengkapan adalah suatu kegiatan pememliharaan yang terus menerus untuk mengusahakan agar setiap jenis barang tetap berada dalam keadaan baik dan siap pakai.

3. Tujuan Pemeliharaan

a. Agar fasilitas/ barang dapat bertahan lama.

b. Untuk menjaga keselamatan barang agar tetap aman

c. Agar barang tersebut dapat digunakan seefisien mungkin dan seefektif mungkin.

d. Untuk melatih agar bertanggung jawab bagi si pemakai maupun petugas pemeliharaan

4. Fungsi Pememliharaan

a. Menjaga agar barang – barang itu tetap dalam keadaan baik dan utuh

b. Agar setiap saat dapat segera digunakan sampai batas umurnya.

c. Untuk membedakan pemanfaatan barang yang masih bias dipakai dan barang yang sudah rusak.

5. Macam – macam Pemeliharaan Fasilitas

Dapat diklasifikasikan antara lain:

a. Pemeliharaan terhadap segi hokum

Dari segi hokum yang ada kaitannya dengan pengelolaan perlengkapan ialah mengenai status barang dengan segala kelengkapannya yang meliputi antara lain:

· Tanah

· Bangunan/ Gedung

· Alat komunikasi, terdiri dari:

· Radio

· Televisi

· Telepon dan telex

b. Pemeliharaan dari segi kurun waktu, dapat dibedakan menjadi:

Pemeliharaan sehari – hari, berkala

1) Pemeliharaan sehari – hari, pemeliharaan dilakukan oleh pegawai yang menggunakan barang itu dan bertanggung jawab penuh atasnya, misalnya: pemegang mesin tik, mesin stensil dan sebagainya, yang harus memelihara kebersihan serta memperbaiki pula kerusakan – kerusakan kecil.

2) Pemeliharaan berkala, pemeliharaan dilakukan dalam dalam jangka waktu tertentu, misalnya dua bulan seklali atau tiga bulan sekali dan sebaginya. Pelaksanaan pemeliharaan tersebut dsapat dilakukan seperti atau dengan bantuan orang lain.

a) Pemeliharaan barang habis pakai

b) Pemeliharaan barang tidak habis pakai/ tahan lama.

c. Pemeliharaan dari penggunaan

Dapat dibedakan atas dua hal, yakni:

1. Memperlakukan, contohnya: papan tulis, OHP, Laboratorium

2. Menjalankanya, contohnya: Mobil

d. Pememliharaan terhadap bahan dan suku cadang

Yang dimaksud dengan suku cadang adalah bahan yang diperlukan secara mutlak untk menjalankan mesin. Contoh: pada kendaraan bermotor, memerlukan bahan bakar, minyak pelumas.

Suku cadang adalah bagian – bagian dari kendaraan yang ausnya lebih cepat dari pada barang yang bersangkutan secara keseluruhannya. Contoh: mobil, kendaraan bermotor.

e. Pemeliharaan terhadao keamanan fisik barang

Ruang lingkupnya dapat ditinjau dari 2 segi antara lain:

1) Gangguan dari alam.

2) Gangguan dari manusia itu sendiri

Pengertian dari gangguan adalah unsur penyebab yang menimbulkan kemacetan atau penyimpangan, sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan secara normal.

f. Petugas Pemeliharaan

Yang dimaksud dengan petugas di sini adalah:

· Pemegang atas barang perlengkapan tersebut.

· Karyawan ysng ditunjuk pimpinan untuk mengelola/ memelihara barang perlengkapan yang dimaksud.

· Unit yang ditugaskan untuk mengelola pemeliharaan barang.

· Pihak ke 3 yang ditunjuk untuk pemeliharaan fasilitas.

BAB VIII

PENGENDALIAN

Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh – sungguh serta pembinaan secara kontinu, terhadap benda – benda pendidikan agar senantiasa siap pakai (ready for use) dalam PBm semakin efektif dan efisien guan membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Proses Belajar Mengajar (PBM) atau Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) semakin sukses bila ditunjang dengan sarana dasn prasarana pendidikan yang memadai, sehingga pemerintahpun selalu berupaya untuk secara terus – menerus melengkapi saran dan prasarana pendidikan bagi seluruh jenjang dan tingkat pendidikan, sehingga kekayaan fisik negara yang berupa sarana dan prasarana pendidikan telah menjadi sangat besar.

Secara kronologis – operasional kegiatan administrasi saran dan prasarana pendidikan meliputi:

1. Perencanaan Pengadaan Barang

2. Prakualifikasi Rekanan

3. Pengadaan Barang

4. Penyimpanan, Inventarisasi, Penyaluran

5. Pemeliharaan, Rehabilitasi

6. Penghapusan dan Penyingkiran

7. Pengendalian

Seluruh rangkaian tersebut harus merupakan satu kesatuan yang harmonis atau terpadu. Dalam sistematika kerjanya harus dihindarkan timbulnya kesimpangsiuran dan tumpang tindih dalam wewenang, tanggung jawab, dan pengawasan, untuk menghindari timbulnya pemborosan biaya, tenaga dan waktu.

Pada kesempatan ini, kami akan mencoba untuk sedikit menguraikan mengenai salah satu kegiatan administrasi sarana dasn prasarana pendidikan yaitu Pengendalian.

Seluruh Kegiatan Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berjalan sendiri – sendiri, artinya setiap kegiatan masing – masing akan senantiasa tidak dapat dilepas dari monitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi serta senantiasa diperhatikan kerjasamanya satu dengan yang lainnya. Sebab bagaimanapun seluruhnya pengelolaan tersebut harus berjalan dengan kompak, serempak dan terpadu.

Ketidaklancaran atau hambatan yang terjadi pada salah satu fungsi akan merupakan hambatan bahkan kemacetan dari seluruh kegiatan pengelolaan. Ibarat tubuh manusia, bila salah satu bagiannya (misal usus buntu, saluran kencing dan sebagainya) tidak berfungsi atau bekerja dengan baik, maka seluruh tubuh kita merasa tidak akan sehat. Maka pengecekan dan penjagaan terhadap organ tubuh kita harus senantiasa kita lakukan agar badan kita selalu sehat bersemangat dan bergairah untuk menyambut tugas – tugas. Seperti juga sebuah mesin atau motor yang beroperasi, maka sekrup yang paling kecilpun harus berfungsi dengan baik, agar mesin atau motor tersebut dapat beroperasi dengan lancar serta mempunyai daya guna yang tinggi.

Namun demikian, pengendalian bukan merupakan pengaturan yang kaku dan akan sangat membatasi ruang gerak masing – masing fungsi pengelolaan, tetapi agar merupakan koordinasi serta akselerasi (percepatan) bagi seluruh fungsi pengelolaan/ administrasi, sehingga pemborosan tenaga, waktu dan biaya dapat terhindarkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dapat disusun serangkaian kerja sebagai berikut:

a. Mengikuti proses pengelolaan dari pengadaan sampai penghapusan

1. Pengadaan, meliputi:

· Pengadaan tanah

· Pengadaan bangunan

· Pengadaan perabot

· Pengadaan kendaraan/ alat transportasi

· Pengadaan sarana pendidikan, alat – alat kantor dan alat tulis kantor

2. Penyimpanan, meliputi: penerimaan barang, penyimpanan barang dan mengeluarkan/ mendistribusikan barang sesuai dengan Undang – Undang Perbendaharaan Indonesia Pasal 55 dan 57

3. Inventaris, meliputi:

· Klasifikasi dan kode barang inventaris

· Pelaksanaan inventaris.

4. Penyaluran, meliputi:

· Penyusunan alokasi

· Pengiriman barang

· Penyerahan barang

5. Pemeliharaan, meliputi:

· Pemeliharaan terhadap segi hukum

· Pemeliharaan dari segi kurun waktu

· Pemeliharaan dari penggunaan

· Pemeliharaan terhadap bahan dan suku cadang

· Pemeliharaan terhadap keamanan fisik barang

6. Rehabilitasi, meliputi:

· Rehabilitasi tanah

· Rehabilitasi gedung/ bangunan sekolah

· Rehabilitasi perabot

· Rehabilitasi sarana pendidikan

7. Penghapusan, meliputi:

· Pelaksanaan penghapusan

· Syarat – syarat penghapusan

b. Menyusun tata cara laporan baik lisan maupun tertulis.

c. Mengadakan konsultasi dengan pihak pimpinan, bila terjadi atau akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan sekiranya penyimpangan ini menyangkut kebijakan.

d. Mengadakan konsultasi dengan pihak pelaksana fungsi masing – masing bila terjadi atau akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan yang bersifat teknis.

e. Mengadakan koordinasi antara fungsi perencanaan dan fungsi – fungsi lainnya.

f. Menyusun laporan menyeluruh secara periodic tentang pelaksana dari proses pengelolaan yang terjadi dalam masing – masing fungsinya.

BAB IX

REHABILITASI DAN PENGHAPUSAN

I. Rehabilitasi

A. Pengertian Rehabilitasi

Baik barang – barang bergerak maupun barang – barang tidak bergerak yang kita pergunakan memang tidak ada yang abadi atau luput dari kerusakan meskipun telah kita lakukan pemeliharaan secara sehari – hari dan berkala. Kerusakan tersebut terjadi sebagai akibat keausan atau kerusakan suku cadangnya karena gesekan, benturan, lapuk, (karatan) atau habis daya pakainya.

Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau pergantian suku cadangnya agar barang tersebut dapat digunakan lagi sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama.

B. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam Tindak Rehabilitasi

Dalam tindak rehabilitasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Dalam hal rehabilitasi yang bersifat perbaikan, perlu diperhatikan agar ongkos/ biaya perbaikan tersebut masih dapat dipertimbangkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan efisiensi penggunaan selanjutnya.

2. Rehabilitasi yang bersifat penambahan atau tambal sulam atau modifikasi, selain harus diseimbangkan dengan biayanya, perlu juga diseimbangkan dengan barang aslinya, agar setelah rehabilitasi fungsi dan peranannya tidask berubah.

C. Pelaksanaan Rehabilitasi

Beberapa contoh tentang pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Tanah

Jika terjadi kerusakan tanah dimana bangunan pendidikan didirikan, seperti terjadi tanah longsor, tanah pecah/ turun, maka kerusakan – kerusakan tanah tersebut harus segera diperbaiki/ direhabilitasi sesuai kerusakannya.


Biaya rehabilitasi dianjurkan kepada Kanwil Depdiknas atau Depdiknas pusat. Bila ajuan biaya tersebut tidak dapat dipenuhi baik sebagian maupun seluruhnya maka sesuai prinsip bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, keluarga dan masyarakat maka dilakukan/ diajukan kepada BP3 untuk mendapatkan tanggapan/ penyelesaian seperlunya.

2. Rehabilitasi Gedung/ Bangunan Sekolah

Rehabilitasi gedung/ bangunan sekolah dapat dilaksanakan antara lain berdasarkan pertimbangan bahwa:

a. Bangunan tersebut sudah terlalu tua/ bobrok, sehingga cukup membahayakan.

b. Bangunan tersebut kekurangan akomodasi untuk pelaksanaan PBM, pada masa kini.

c. Perlu menjadikan sekolah tersebut memenuhi suatu tipe yang ditentukan dengan memberikan tambahan, perluasan seperlunya.

d. Perlu perluasan fasilitas sekolah yang telah ada, tetapi perlu merobohkan sebagian bangunan satu lantai untuk dibangun kembali bangunan dua lantai atau lebih, sehingga memenuhi persyaratan/ pedoman tipe tertentu. Dengan alas an sulitnya mencari dana tambahan tanah untuk keperluan ekspansi horizontal.

3. Rehabilitasi Sarana Pendidikan

Kerusakan yang terjadi pada sarana pendidikan yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pendidikan adalah relatif kecil atau relatif tidak ada.

II. PENGHAPUSAN

A. Pengertian

Yang dimaksud dengan penghapusan ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapuskan barang – barang milik negara/ kekayaan negara dari inventaris berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

B. Tujuan Penghapusan

Penghapusan berperan untuk:

1. Mencegah atau sekurang – kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya untuk pemeliharaan/ perbaikan, pengamanan barang – barang yang semakin buruk kondisinya, barang – barang berlebih, dan atau barang – barang lainnya yang tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris.

3. Membebaskan ruangan/ pekarangan kantor dari barang – barang yang tidak dipergunakan lagi.

4. Membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi satuan organisasi yang mengurus.

C. Pelaksanaan Penghapusan

Pelaksanaan penghapusan di tiap instasi dari pusat sampai daerah pada tiap permulaan tahun anggaran dilakukan oleh “panitia penelitian/ penghapusan barang inventaris” dengan keputusan Unit Utama masing – masing yang terdiri sekurang – kurangnya tiga orang yang masing – masing mewakili unsur keuangan, perlengkapan dan bidang teknis. Panitia tersebut bertugas untuk meneliti, menilai barang – barang yang ada dan perlu dihapuskan, membuat berita acara, melaksanakan penhapusan sampai melelang atau memusnahkan barang – barang tersebut.

D. Syarat – syarat Penghapusan

Barang – barang inventaris yang dapat dipertimbangkan untuk dihapuskan harus memenuhi sekurangnya – kurangnya satu di antara syarat – syarat tersebut di bawah ini:

1. Dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi

2. Perbaikan akan menelan biaya yang besar sekali sehingga merupakan pemborosan uang negara.

3. Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan.

4. Hilang akibat susut diluar kekuasaan pengurus barang.

5. Tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini atau tidak mutakhir.

6. Kelebihan persediaan yang apabila disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan akhirnya tidak dapat dipergunakan lagi.

7. Hilang karena dicuri/ dirampok/ diselewengkan, dan sebagainya.

8. Hewan atau tanaman yang mati/ cacat.

9. Karena peraturan pemerintah.

E. Jenis – jenis Penghapusan

Dalam pelaksanaan penghapusan dikenal 2 jenis cara, yaitu:

1. Menghapus dengan menjual barang – barang melalui kantor lelang negara.

2. Pemusanahan

Pemusnahan dilakuakn oleh unit kerja yang bersangkutan dengan disaksikan oleh perabot pemerintah daerah setempat (minimal lurah/ kades) dan atau Kepolisian Negara, serta mengikuti tata cara pemusnahan yang berlaku (dibakar, dikubur, dll).

F. Macam Penghapusan

1. Barang – barang yang rusak, tua, berlebih.

2. Hewan/ ternak/ ikan dan tanaman yang mati/ cacat.

3. Barang – barang yang hilang, dicuri, dirampok, terbakar.

4. Barang – barang susut atau spillage.

5. Penghapusan karena hal – hal khusus.

a. Pemberian hadiah/ hibah

b. Barang – barang yang rusak, hilang karena bencana alam

c. Barang – barang yang dibakar/ dirusak oleh huru hara atau demonstrasi.

d. Barang- barang yang berasal dari luar negeri.

G. Landasan Hukum

Dalam pelaksanaan penghapusan barang – barang inventaris harus berlandaskan hukum, yaitu berwujud Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Inpres, PP, Surat Edaran Menteri/ Dewan Pengawas Keuangan, UU, Perbendaharaan Indonesia, dan lain sebagainya.
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